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Abstrak 

Pemberontakan  terhadap pemerintaan sipil dapat diwujudkan dengan dua cara. Pertama 

dengan cara damai dan kedua dengan melawan menggunakan kekerasan. Hal ini terjadi 

karena kepentingan masyarakat dikorbankan dan atau terbaikan sehingga terjadi krisis 

hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Artikel ini membahas tentang seluk beluk 

terjadinya pembangkangan (civil disobedience) dan cara menyikapinya ditinjau dari sudut 

pandang etika Kristen. Sekalipun pembenaran Alkitabiah hanya memihak pada penentangan 

bersyarat, tetapi kenyataan-nya, berbagai bentuk dan praktek penentangan terhadap 

pemerintah, berlangsung disekeliling kita. Terutama jika kita berada di dalam sebuah situasi 

kritis seperti penindasan atau tindakan represif, natur manusiawi kita langsung memberikan 

responnya. Maka sebagai orang Kristen, tentu saja respon kita harus berbeda. Pertimbangan 

Alkitabiah menjadi satu-satunya pilihan kita saat berada di dalam krisis dan penindasan. Dari 

sanalah kita menentukan sikap terhadap pemerintah. 

Kata Kunci : pembangkangan; pembangkangan sipil; pemerintah; etika 

 

PENDAHULUAN 

Pemberontakan terhadap pemerintah adalah fenomena yang telah terjadi sejak zaman 

dahulu. Pertanyaan tentang kapan dan bagaimana seorang warga negara dapat membenarkan 

tindakan melawan pemerintah yang sah telah menjadi perdebatan filosofis dan etis yang 

panjang. Dalam konteks agama, terutama Kristen, pertanyaan ini menjadi semakin kompleks 

karena melibatkan interpretasi terhadap ajaran agama yang seringkali menekankan ketaatan 

kepada otoritas 

Pemberontakan ini bisa berupa protes, revolusi, atau upaya penggulingan pemerintahan 

yang sah. Namun, dalam konteks etika Kristen, tindakan pemberontakan tidak dapat 

dipandang dengan sederhana. Ajaran-ajaran Kristiani, yang banyak mengedepankan prinsip 

ketaatan, kasih, dan keadilan, mengharuskan umat untuk memikirkan secara matang apakah 

pemberontakan tersebut dapat dibenarkan. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Penulis menggali berbagai informasi 

tentang sikap masyarakat sipil, baik secara umum maupun masyarakat sipil Kristiani, melalui 

berbagai referensi seperti artikel junal, konferensi, buku, maupun terbitan lainnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Salah satu cara paling ekstrim untuk menyatakan perlawanan terhadap pemerintah 

adalah penggunaan kekerasan. Dimana-mana kita menyaksikan demo yang berakhir 

kekerasan selalu membawa dampak buruk ketimbang hal-hal yang baik. Kekerasan dapat 

membawa korban baik manusia maupun kerusakan pada hal- hal material seperti gedung, 

kendaraan, dan barang-barang publik lainnya. Kenyataannya, tidak sedikit orang yang 

memilih menempuh jalan kekerasan untuk menyatakan sikap perlawanannya secara 

simbolik.11 Tentu saja, pemerintah sebagai pengendali tertinggi keamanan nasional akan 

melakukan berbagai macam upaya meredam perlawanan itu baik secara persuasif maupun 

represif. Akan tetapi, dilihat di dalam persepektif kekristenan, tindakan kekerasan di dalam 

level manapun, sejatinya berlawanan dengan ajaran Yesus tentang kasih.13 Lihat misalnya 

kesimpulan Yesus tentang hukum Taurat yang mengatakan: Jawab Yesus kepadanya: 

"Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan 

segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang 

kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada 

kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para 

nabi" (Matius 22:37-40). Pernyataan itu tentu saja mengejutkan murid-muridNya dan 

orang-orang Yahudi yang mendengarnya karena eskalasi kekerasan melawan penjajah 

Romawi yang tiran sudah mulai terlihat dimana-mana di masa pelayanan Yesus di dunia. 

Kelompok Zelot misalnya, memegang teguh prinsip kekerasan di dalam mengusir kekuasaan 

Romawi di Palestina.14 Perlawanan menggunakan kekerasan sudah muncul di 

zaman Yesus. Realitas tersebut bertolak belakang dengan anjuran Yesus tentang 

mengasihi musuh. Dengan kata lain, disimpulkan, mengatakan bahwa kekerasan adalah 

sebuah ekspresi mengasihi, adalah cara pandang yang sama sekali bertentangan dengan apa 

yang Yesus ajarkan. Menyatakan sikap dengan jalan kekerasan dengan sendirinya menyalahi 

hukum Yesus tentang kasih.15 

Implikasi praktis dari kesimpulan tersebut sangat luas. Orang Kristen tidak terpanggil 
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untuk melakukan kekerasan kepada pemerintah bahkan juga tidak terpanggil untuk 

mengobarkan semangat kekerasan sebagai wujud penyataan sikap, penolakan atau gerakan 

sosial, dimanapun berada. Namun demikian, disisi yang lain, berkembangnya kekerasan 

sebagai bagian dari budaya gerakan sosial bahkan atas nama agama16, terus tumbuh seolah 

anjuran Yesus tentang mengasihi, tidak manjur di dalam tataran perilaku. 

Agustinus, salah seorang pemikir Kristiani yang terkenal, dalam bukunya The City of 

God menjadi salah seorang tokoh yang melegalkan dan menganjurkan orang untuk melakukan 

praktek kekerasan Agustinus berpendapat bahwa orang-orang benar boleh terpaksa melawan 

orang-orang jahat. Terutama di dalam konteks peperangan untuk mencari perdamaian, 

kekerasan dapat dilakukan untuk tujuan penaklukan.17 Tetapi Agustinus tidak menyadari 

bahwa kasih sebagai salah satu prinsip dasar dari kekristenan justru menentang kekerasan. 

Terlihat di dalam ajaran Yesus di bukit, siklus kekerasan di kalangan masyarakat Yahudi pada 

waktu itu dipatahkan dengan pengajaran yang justru menantang para pendengarnya untuk 

tidak membalas dendam atas luka-luka yang mereka derita. Tuhan Yesus berkata, “Kamu 

telah mendengar firman: Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi Aku berkata kepadamu: 

Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang 

menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak 

mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun 

yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil” 

(Matius 5:38-41). 

Yesus mengambil studi kasus dari pengalaman bangsa Yahudi yang pada masa itu 

berada di dalam penjajahan romawi yang tiran. Sekalipun pemerintah tiran dan para prajurit 

romawi bertindak semena-mena, Yesus sama sekali tidak mengajurkan praktek kekerasan 

untuk menghadapi situasi tersebut. Salah satu tindakan populer prajurit Romawi pada waktu 

itu adalah hak para tentara untuk memaksa setiap orang Yahudi yang berpapasan dengan 

mereka untuk memikul peralatan perang sejauh satu mil. Di bagian lain Yesus menegaskan 

kembali akan sikap anti kekerasan tersebut, “Kamu telah mendengar firman: Kasihilah 

sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah 

musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah 

kamu menjadi anak- anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang 

jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak 

benar” (Matius 5:43-45). 
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Pengajaran Tuhan Yesus tersebut sekaligus menekankan kepada kita bahwa cakupan 

istilah ‘sesama’ di dalam mempraktekkan kasih diperluas, bukan hanya kepada orang yang 

telah berbuat baik, tetapi juga kepada musuh atau orang yang melakukan kejahatan atas kita. 

Inilah yang menjadi standard etika di dalam menyikapi perilaku kekerasan yang membudaya 

disekeliling kita. Berangkat dari pengajaran Yesus tersebut menjadi jelas bagi kita bahwa 

apapun bentuk penggunaan kekerasan terhadap pemerintah merupakan suatu tindakan yang 

tidak dianjurkan secara kristiani. 

 

TAAT SEPENUHNYA 

Namun demikian, terdapat juga kelompok ekstrim yang menentang kekerasan dan 

menekankan ketaatan. Kelompok ini memandang bahwa pemerintahan di dunia ini adalah 

berasal dari Allah sehingga sekalipun pemerintahan tersebut korup atau melakukan kejahatan 

bahwa kesewenang- wenangan, sebagai warga negara yang baik, pemerintahan harus tetap 

ditaati sepenuhnya. Dalam pendangan kelompok ini, pembangkangan terhadap pemerintah, 

apalagi jika diekspresikan dalam bentuk kekerasan, tidak dibenarkan. 

Dalam salah satu bagian bukunya berjudul Etika Kristen, Geisler menamakan kelompok 

ini dengan sebutan Radikal Patriotisme, sebab mereka menganut faham yang mengharuskan 

tunduk sepenuhnya kepada pemerintah. Menurutnya, ketaatan terhadap pemerintah tersebut 

menjadi refleksi ketaatan terhadap Allah sendiri. Salah satu argumentasi yang dipergunakan 

oleh kelompok ini di dalam membela pandangan mereka adalah Roma 13:2 yang mengatakan 

bahwa “barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah”. Itu kelompok 

ini memegang teguh nilai bahwa ketidaktaatan atau pembangkangan terhadap pemerintah 

tidak pernah dibenarkan. Landasan sikap ini adalah surat Rasul Paulus yang mengatakan tidak 

ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. “Tiap-tiap orang harus takluk kepada 

pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan 

pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barangsiapa melawan 

pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan 

hukuman atas dirinya” (Roma 13:1-2). 

Berdasarkan pemahaman terhadap ayat tersebut, kelompok Radikal Patriotisme 

memandang bahwa pemerintah itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab 

itu, pemerintah harus dihormati dan dihargai sebab dengan melakukannya, hal itu sama 

dengan menghormati dan menghargai Allah. 
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Bahkan kelompok ini juga memakai satu bagian di dalam surat Paulus kepada Titus. 

“Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, 

taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik” (Titus 3:1). Melalui pemahaman 

terhadap ayat tersebut, kelompok ini mengembangkan doktrin yang sangat kuat bahwa ketaatn 

terhadap pemerintah diawali oleh sikap penundukan diri. 

Pemahaman tersebut bukan tanpa persoalan. Salah satunya adalah mengenai batasan 

ketundukan dan ketaatan terhadap pemerintah. Persoalannya akan semakin rumit jika sikap 

tunduk dan taat itu harus diterapkan di dalam pemerintahan yang tiran, korup atau jahat 

seperti yang terjadi di zaman Yesus; Romawi memaksakan kehendak di segal aspek hidup 

masyarakat Yahudi. 

Geisler mengomentari bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut di atas perlu 

diletakkan di dalam konteks yang tepat. Memang betul bahwa Allah yang melantik 

pemerintah tetapi harus juga disadari bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah, 

sesungguhnya tidak berasal dari Allah bahkan tidak diperintahkan oleh Allah. Geisler 

berpendapat, tidak ada petunjuk di dalam Alkitab bahwa Allah senang terhadap pemerintahan 

yang jahat. Memang Allah yang menunjuk pemerintahan tetapi Ia tidak menyetujui kejahatan-

kejahatannya. Dari sinilah, batasan tentang ketundukan dan ketaatan dapat terbentuk. 

Sekalipun kelompok ini menganggapnya sebagai hal yang mutlak dan sepenuhnya, Geisler 

berpendapat lain. Pemerintah memang harus ditaati tetapi ketaatan itu punya batas dan tidak 

bersifat total. Dalam perspektif Kristiani, acuan ketaatan itu adalah Allah sendiri dan hukum-

hukumNya. Selama pemerintahan itu menempatkan dirinya di bawah Allah dan tidak 

mengambil tempat Allah, maka orang Kristen dianjurkan taat kepada pemerintahan semacam 

itu. 

Demikian halnya jika berlaku sebaliknya21. Salah satu studi kasus menarik adalah saat 

Petrus diperintahkan oleh pemerintah setempat untuk tidak memberitakan Injil. Kepada 

mereka, Petrus menyatakan sikapnya. “Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di 

hadapan Allah: taat kepada kamu atau taat kepada Allah” (Kisah Para Rasul 4:19). 

Perkataan Petrus yang ditujukan kepada pemimpin-pemimpin Yahudi, tua- tua dan ahli 

Taurat itu menjelaskan bagaimana Petrus memposisikan diri dalam konteks sub-ordinasi yang 

terbatas. Pilihan yang diajukan Petrus menjelaskan sikapnya bahwa dirinya memilih taat 

kepada Tuhan daripada manusia. Inilah yang menjadi teladan etika di dalam persoalan yang 

sama dalam konteks modern. Selama pemerintahan itu tidak mengambil posisi Allah, maka 
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kita perlu menaatinya. Dimensi lain dari persoalan ini adalah menempatkan ketaatan pada 

pemerintah tanpa perlu menaati kejahatan- kejahatannya. Untuk kasus ini Geisler 

berpendapat, orang-orang Kristen dapat menaati pemerintah yang mengizinkan kejahatan, 

tetapi tidak kepada pemerintah yang memerintahkan mereka untuk berbuat jahat.22 Pemerintah 

yang mengizinkan kejahatan dengan pemerintah yang menganjurkan untuk berbuat jahat, 

adalah dua kondisi yang berbeda. Seperti kasus yang pernah terjadi di negara Afrika yang 

dipimpin oleh salah seorang diktatornya yang terkenal jahat dan bengis yakni Idi Amin, sikap 

masyarakat untuk tetap membayar pajak, membayar retribusi dan patuh terhadap hukum yang 

dipimpin oleh pemerintahan yang jahat, adalah sebuah keteladanan. Dan memang 

demikianlah seharusnya, sama seperti ketaatan warga negara atas hukum yang berlaku di 

Korea Utara ataupun pada waktu Iraq dipimpin oleh Saddam Husein. 

Kasusnya menjadi berbeda ketika pemerintah yang jahat itu, juga menganjurkan warga 

negaranya untuk melakukan kejahatan. Dalam hal inilah, mempertimbangkan untuk tidak 

menaati pemerintah adalah tindakan yang sangat penting. Satu kasus di dalam PL menegaskan 

hal ini. Ketika Firaun meminta bidan-bidan Mesir untuk membunuh bayi-bayi yang tidak 

bersalah dari perempuan Ibrani, para bidan ini memilih untuk tidak menaati anjuran yang 

jahat tersebut, sekalipun di saat yang sama, mereka adalah warga negara Mesir yang berada di 

dalam ketentuan hukum negaranya dan pemerintahnya. Peristiwa itu dicatat di dalam Kitab 

Keluaran, “Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus 

memperhatikan waktu anak itu lahir: jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi 

jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak 

melakukan seperti yang dikatakan raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu 

hidup” (Keluaran 1:16-17). 

 

DUA KELOMPOK EKSTRIM 

Dengan demikian ada sebuah batasan yang jelas kapan harus tunduk dan taat kepada 

pemerintah dan kapan harus tidak. Geisler menamakan kelompok yangmempertimbangkan 

alasan-alasan logis di Alkitabiah. Kelompok ini menegaskan bahwa ada saat-saat dimana 

orang Kristen harus taat dan adapula saat-saat dimana perlu terlibat dalam ketidaktaatan 

terhadap pemerintah. Persoalan yang muncul dari paham ini adalah tentang garis batas yang 

menjadi patokan, kapan harus taat dan kapan harus tidak taat. Geisler menemukan ada dua 

sikap yang menjadi alasan ketidaktaaan. Yang pertama adalah saat pemerintah mengajarkan 
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hukum yang bertentangan dengan firman Allah, dan yang kedua adalah saat pemerintah 

memerintahkan orang Kristen melakukan kejahatan. 

Kelompok yang pertama adalah kelompok yang membangkang pemerintah saat 

pemerintah menetapkan hukum- hukum yang tidak alkitabiah. Francis Schaeffer adalah 

seorang tokoh yang mendukung ide tersebut melalui karyanya yang berjudul A Christian 

Manifesto.Schaeffer berpendapat bahwa pemerintah tidaklah memiliki kekuasaan yang mutlak 

sehingga bisa berlaku sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Ketidak- mutlakkan ini 

berlangsung karena pemerintah berada di bawah hukum dan bukan berada diatasnya24. 

Hukum yang sebenarnya adalah hukum Allah sehingga pemerintah harus tunduk pada hukum. 

Kedua pandangan tersebut di atas bersama-sama menerima pemberontakan dan 

penolakan sebagai langkah yang harus dilakukan untuk menyatakan ketidaktaatan. Pada 

bagian awal makalah ini sudah dikemukakan bahwa ketidaktaatan dengan langkah 

pemberontakan, cuma akan melahirkan krisis.  

Salah satu contohnya adalah keterlibatan Reinhold Niebuhr, seorang teolog yang 

menganut aliran neo- ortodoks di dalam menyikapi ketidakadilan sosial yang diterima para 

buruh dari pemilik modal. Krisis tersebut menyeret Niebuhr untuk terlibat di dalam 

penentangan terbuka terhadap para pemilik modal.30 Tentu saja hal tersebut tidak memiliki 

dasar firman yang kuat. Dalam perspektif Alkitab, diusulkan oleh Geisler, ketidaktaatan 

kepada pemerintah yang dibenarkan, seharusnya perlawanan tanpa kekerasan, bukannya 

pemberontakan yang hebat. Geisler mencontohkan, penolakan para bidan Mesir untuk 

membunuh bayi- bayi Ibrani, tidak menuntun mereka untuk memberontak terhadap 

pemerintahan Mesir yang jahat itu. 

 

KESIMPULAN 

Dengan demikian kita simpulkan bahwa penentangan terhadap pemerintah haruslah 

melalui pertimbangan- pertimbangan tertentu dan tidak selamanya dianggap sebagai langkah 

yang tidak benar. Apalagi jika penentangan tersebut dilakukan atas nama agama tanpa 

melalui pertimbangan etis, sangat tidak relevan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh 

agama itu sendiri.32 Diakui, terdapat kondisi-kondisi tertentu menjadi sebuah pra-syarat untuk 

mengambil sikap terhadap pemerintah dan kebijakannya. Acuan utamanya adalah hukum-

hukum Allah sendiri yang melarang manusia melakukan kekerasan dan kejahatan. 

Maka kembali kepada pertanyaan mendasar, apakah yang harus dilakukan saat 
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berhadapan dengan pemerintah yang jahat dan tiran? Bukan saja menjadi teladan yang baik, 

tetapi kita juga perlu berdoa bagi pemerintahan manapun supaya mereka membangun 

pemerintahan, tata cara, perilaku dan hukum yang takut akan Tuhan. Jika hal itu masih terus 

terjadi, seperti diusulkan oleh Geisler, maka pemberontakan bukanlah solusi yang dianjurkan. 

Pilihannya ada tiga yakni (a) tidak menaati perintah-perintah yang opresif dengan menjunjung 

tinggi semangat yang takut akan Allah (lebih takut Allah daripada manusia); (b) menghindari 

kekerasan yang ditujukan kepada kita; dan (c) menghadapinya dengan sikap menanggung 

penderitaan bersama Kristus. 

Dalam perspektif etika Kristiani, tindakan civil disobedience, seperti dilakukan oleh 

masyarakat Porsea menghadapi pemerintah, adalah salah satu keputusan etis dan menjadi 

salah satu pertimbangan kita di dalam bersikap menghadapi kasus-kasus serupa di masa yang 

akan datang. Etika menganjurkan kita untuk taat kepada pemerintah selama pemerintahan itu 

tidak melawan hukum Allah dan selama pemerintah itu tidak menganjurkan kita melakukan 

kejahatan atau menindas rakyatnya. 
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